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3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang '"

-
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10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 .ang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran I iegara R p bilk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambah an Lerr.baran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 lent .g

Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II

Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Bandun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 7

Nomor 34, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indone ia

Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dan
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah m

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R publik

Indonesia Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t ntang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemb r 11

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerin h,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepaJa D erah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kep da
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan ...
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23, Peraturan ...

17.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ienu n~

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran I ega ra

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahe n

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan P merintah

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peratur an

PemerinLah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Banruan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

18.Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang MilikNegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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29. Peraturan ...

IJIlI(IIj{"tll T tllIIIJ 2U'I7 N()1001 7.), Tarnbahan Lernbaran

N('f~111I1 )~l'pLlhljk Inrloncnin Nornor 6041);

',Jil.l'(·JllllJ ilil Pr mcrintn h Nornor lK Tahun 2017 tentang Hak

I\I'lHtJ gOin dnn Adminisrrutif Pimpinan dan Anggota Dewan

Prrwnkilan Rukyat Daerah (Lernbaran Negara Republik

IndnJICHiR Tahun 2017 Nomor 106, Tam bah an Lembaran

NI'p/lrn cpublik Indonesia Nomor 6057);
~),Pcrruurnn Pr sid 11 Nomor 54 Tahun 2010 tentang

J '('llgHdunn Bnrang ' .Ja a Pcmerintah sebagaimana telah
diubuh b .b rnpa kali tcrakhir dengan Peraturan Presiden
Nornor Ij. Tnhun 20 IS tentang Perubahan Keempat Atas
P .rn t irnn Prcsidcn Nomor 54 Tah un 2010 tentang

P .ngndaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara
R .publlk Indon .sia Tahun 201.5 Nomor 5, Tambahan

Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2 . P raturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengclol an dan Pernanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kc ehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

P rtarna Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

P raturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Ne eri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 'rabun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 ten tang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi P laksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Beritu Negara Republik Indon sia Tahun 2010 Nomor 517);

1'(mhn uuu. dllJ1 P nr~:jWf(·.f.Ln

1" 1)111IIIIItllll11 lllwmil (Lcrnburan

2 17 ientang

Penyelenggaraan

Ncgara R .publik
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34. Peraturan ...

29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011
t utang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosral

yang beraumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir derigan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nornor 198);

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

6
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3. Pembiayaan ..

Rp 6.672.618.474.393,00
Rp 7.239.813.537.305,00 (-)
Rp (567.195.062.912,00)

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALl KOTA BANDUNG

Dengan Persetujuan Bersama

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 TahW1 2016

tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07) sebagairnana telah

diu bah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2015 Nomor 07);

7
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p

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri d jeru pend pawn.

a. Pendapatan Hibah Rp O. 00. 00.0 .00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Pr vmsr dan Pemermtah

Daerah Lainnya Rp 93.5 5.745 .o 1 .

zrnan

Rp456.406.663.023,00.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dirnaks d pada y t (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Rp409.58 .331.263,0

b. Dana Alokasi Umum Rpl.643.07 . 05.0 0,0

c. Dana Alokasi Khusus Rp359.111.975. 0,

(4) Lain-lain Pendapatan Da rah yang S h

v ng S ho erahAsliPendapatand. Lain-lain

Rp66.902.854.78800

b. Retribusi Daerah Rp230.00 .0 O. 0 .00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipi hk n

irn xs id pad av

Rp863.535.745.319,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaiman

(1) huruf a terdiri dari jeriis pendapa an:

a. Pajak Daerah Rp2.644.000.000.0 0

DaeraPendapatanc. Lain-lain

a. Pendapatan Asli Daerah Rp3.397. ~09.51~.81 ,0

b. Dana Perimbangan Rp2.411.773.2 1.263.

terdiri alas:

d am Pas I 1(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaks

PasaJ 2

b. Pengeluaran

Pembiayaan Ietto

Sisa lebih pernbia aan

Anggaran Tahun Berkenaan

3. Pernbiayaan

a. Penerimaan

8



Pasal ...

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:

a. Penerimaan Rp787.195.062.912,OO

b. Pengeluaran Rp220.000.000.000,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas jenis penerimaan pembiayaan yaitu SiLPATahun

Anggaran sebelumnya Rp787.195.062.912,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan

Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah Rp220.000.000.000,00.

(1) B .lunja DUI~lUh(, b[q~ irnnn» r lirnak .ud ,j.•lun: I'. ,j J I, filII I

dan:

a. Belanja Tidak Lang' ung RpJ.27t":.' 44. )08.(,07,011

b. Belanja Langeung Rp3.964A6B.%8.697, 6.

(2) B lanja Tidak Lang ung sebagaimana dimak uri pa !:J ay t

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp2.744.968.994.189,26

b. Belanja Subsidi Rpl08.825.685.200,OO

c. Belanja Hibah Rp414.507.834A70,OO

d. Belanja Bantuan Keuangan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO

e. Belanja Tidak Terduga Rp6.042.054.747,78.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp35 1.3340401 0459,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp2.150.792.515.584,07

c. BeJanja Modal RplA62.342.051.654,89.

I)
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SFJ{RETARlAT DAERAH KOTA BANDUNG,
,,' }-/, - ,,-t

~O\

~( E~O_A~2 I,
\ s H. BAM ANG SUHARI SH

, 1NIP. 0715 198603 1 027

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVIN I.JAWA A
(13/329/2017)

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 12

YOSSI IRIANTO

TTO.

Diundangkan di Bandung

pada tanggaJ 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNGJ

TT .

Dit tL pknn di Ba un '
P d tic, ngg '2 D r 't)

WI" Ll KOT B D N l,

pengundangan Peraturan Daerah ini den, 11 penempatan

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

p da '111Peraturan Daerah ini mulai b rl

P sal 7

11

rnmengetahum a.orangsetiapAgar


